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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

ERATURAN GUBERNUF KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 51 TAHUN 2008 

ENTANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KER)A 

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN PARAT 

DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsl 
Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Perkebunan Provinsi 
Kalimantan Barat; 

b. babwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, 
fungsi, dan tata kera organisasi perangkat daerah provinsi, 
Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang, 
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi 
Kalimantan Barat; 

I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 
Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2273); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Le baran Negara Reublik 
Indonesia Nomor 3478); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian urusar, Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerirtahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoensla Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewerangan Provinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 
Nomor 10, Tamnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barzt Nomor 8). 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
TATA KERA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dean Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1 Deerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

emerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintz h 
aerah dan DPRD menurut asas otonoml dan tugas pembantuan dengan prinsip 
ptonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
2nun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagal unsur 
perveienggera pemerintahan daerah. 

« bernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

ferangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
peryelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 
D2RD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

Seretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

+ Dias Perkebunan selanjutnya disebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 

iepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 

4.nit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perkebunan. 

BAB II 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 2 

Das Perkebunan mnempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di 
bidang perkebunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang 
iserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-andangan yang ber laku. 

Das Perkebunan aipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
an Der 2gungawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
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Pasal 3 

tui melaksanakan tugas sebagaimana imaksud dalarm Pasal 2 ayat (1), Dinas 
eebunan mempunyal fungsi: 

perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perkebunan, 
pengembangan tanaman dan produksi, perlindungan, serta pengolahan, pemasaran dan 
eiembagaan; 

peyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan 
rasarana perkebunan, pengembangan tanaman dan produksi, periindungan, serta 
pengoiahan, pemasaran dan kelembagaan sesual dengan peraturan perun dang- 
cangan yang berlaku; 

peaksar aan tugas di bidang sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan 
rear dan produksi, perlindungan, serta pengolahan, pemasaran dan kelembagaan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

t ereeienggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaks. naan tugas di 
ca2g sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan tanaman dan produksi, 
per idunqan, serta pengolahan, pemasaran dan kelembagaan; 

eoiaan dan pengawasan penyele ggaraan tugas dan fungsi bidang sarana dan 
rsarana perkebunan, pengembargan tanaman dan produksi, perlindungan, serta 
egoianan, pemasaran dan kelembagaan; 

ergecaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset, serta urusan umum di 
irgngan Dinas Perkebunan; 

s eesraan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang 
ecu.a yang diserahkan oleh Gubernur. 

Baglan Kedua 

Stuktur Organisasi 

Pasal 4 

3uar renisasi Dinas Perkebunan terdiri dari: 

4area Das; 

ng5arena dan Prasarana Perkebunan; 

t sang Pengembangan Tanaman dan Produksi; 

e Sag Periidungan; 

Bag Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan; 

i amt Peasana Teinis Dinas; 

«orooi atartan Fungsional. 



 

Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 5 

fea Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyal tugas memimpin, 
mebia, mengkoordinasikan, memfasilitasi menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, 

mengendallkan keglatan Dinas Perkebunan sesual dengan peraturan perundang- 
reagar yang berlaku. 

Pasal 6 

arc melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai 

.gs 

penetapan program kerja di bidang perkebunan sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

perumusan kebijakan tekris di bidang perkebunan berdasarkan peraturan perundang- 
.nangan yang berlaku; 

pergioordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang perkebunan berdasarkan peraturan 
per.ndang-undangan yang berlaku; 

engendalian kegiatan di bidang perkebunan berdasarkan peraturan perundang- 
.cengn yang berlaku; 
er an dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
eetu.nan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

eoeran penijinan dan pelayanan umum di bidang perkebunan berdasarkan peraturan 
2erncng undangan yang berlaku; 

er beran saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebljakan di 
cg periebunan; 

peeweenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok 
rt.ngsid bidang perkebunan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; 

eesraan tugas dekonsentrasi, tugas pe nbantuan dan tugas lainnya di bidang 
ere.ran yang diserahkan oleh Gubernur. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 7 

erat secagairana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris 
ager bawan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasai 8 

3erat merourvaitgas menyiapian banan perumusan kebijakan teknis di bidang 



 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai 
fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat; 

b. penyiapan bahan dan perumusan kebljakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, 
monitoring dan evaluasl; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur; 

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidng pengelolaan keuangan dan 
asset; 

e. pengwasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat; 

f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelakranaan tugas pokok tan ungsi di 
lingkungan sekretariat; 

g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di 
lingkungan dinas per'ebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan )yang 
berlaku; 

h. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan 
keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi den tatalaksana di 
lingkungan dinas sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok 
dan fungsi di bidang sekretariat; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 
lingkungan dinas; 

k pelaksanan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 

1, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi; 

a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; 

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Asset. 

2 Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang 
epala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 11 

3ut 5agian Rencana Kera, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
eat (1) hurut a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan 
«eoaian teknis peryusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi, 
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Pasal L2 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subt gian Rencana 
era, Monitoring dan Evaluasi mempunyal fungsi: 

a penyusunan program ker]a Sub Baglan Rencana Ker]a, Monitoring dan Evaluasi; 

• pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana 
erja, monitoring dan evaluasi; 

c pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring 
dan Eveluasi; 

• 
' 

; 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
rencana kerja, dan monitoring dan evaluasi; 

pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dar monitoring dan evaluasi; 

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja dinas sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan monitoring dan evaluasi; 

pelaksanaan tindak lanjut laporan basil pemeriksaan sesual dengan peraturan 
perundang-udangan yang berlaku; 

elaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang 
diserahkan oleh sekretaris. 

Pasal 13 

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurut b, 
mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
teknis administrasl kepegawalan, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan 
Aparatur mempunyal fungsi: 

a penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

t. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang umum dan 
aparatur lingkungan dinas; 

c pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan 
Aparatur; 

: pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
umum dan aparatur; 

pelaksanaan kegiatan di bidang aparatur, organisasi lingkungan dinas sesual dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

pelaksanaan keglatan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum 
dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdaku; 
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g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur; 

h. pelal sanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungul di bldang umum dan aparatur; 
pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan apara'ur yang diserahkan ok sek etaris. 

Pasal 15 

Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, 
mempunyal tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknils 
pengelolaan keuangan dan asset. 

Pasal 16 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa' 15, Sub Bagian Keuangan 
dan Asset mempuryai fungsi: 

a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset; 

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijzkan teknis di bidang pengelolaan 
keuangan dan asset; 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Keuangan dan 
Asset; 

d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan lingkungan dinas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta 
pemeliharaan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
keuangan dan asset; 

g penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset; 

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
tungsi di bidang keuangan dan asset; 

pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan 

Pasal 17 

5dang Sarana dan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 
0+pin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
pada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 
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Pasal 18 

Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
merumuskan kebljakan teknis pembinaan teknis di bidang sarana perkebunan, prasarana 
perkebunan, serta data dan informasi perkebunan. 

Pasal 19 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sarana dan 
Prasarana Perkebunan mempunyal fungsl; ' 

a. penyusunan program rencana kerj di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perkebunan; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana perkebunan; 

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang_data dan informasi 
perkebunan; 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sarana dan 
prasarana perkebunan; 

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang 
sarana dan prasarana perkebunan; 

gs. penyeienggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan 
prasarana perkebunan sesuai peraturan perndang-undangan yang bertaku; 

• pemoinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prsarara perkebunan sesual 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

pembertan saran dan perimbangan epada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi di bidang sarana can prasarana perkebunan; 

j pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
tungsi di bidang sarana dan prasarana perkebunan; 

• peiaksanaan tugas lain di bidanig sarana dan prasarana perkebunan yang diserahkan 
oleh Ker ala Dinas. 

Pasal 20 

1) Bang Sarana dan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
membawat i 

a. Seksi Sarana Perkbunan; 

b. Seksi Prasarane Perkebunan; 

ct Seisi Data dan Informasi Perkebunan. 

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
epala Seisi yang berada di bawal dan bertanggung jawab 
Sarna dan Prasarana Perkeounan. 
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Pasal 21 

Seisi Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pas! 20 ayat (1) huruf a, 
-enpuryai tugas mengumpul dan mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di 
bag sarana periebunan. 

Pasal 22 

ti eaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l, Seksi Sarana 
Peeuran mempunyal fungsi; 

a peryusunan program kerja Seksi Sarana Perkebunan; 

• pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang sarana 
periebunan; 

t pengawasar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Sarana Perkebunan; 

d peiaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
sarana perkebunan; 

e peiaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana perkebunan 
sesual peraturan dan perundang-undangan yang berdaku; 

pembinaan dan pengawasan di bidang sarano perkebunan sesual peraturan permndang- 
undangan yang bertaku; 

g penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
peiaksanaan tugas dan fungsi bidang sarana perkebunan; 

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang sarana perkebunan; 

pelaksanaan tugas lain di bidang sarana perkebunan yang diserahkan oleh Kepala 
Bidang. 

Pasal 23 

Seisi Prasarana Perkebunan sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di 
Dag prasarana perkebunan. 

Pasal 24 

utuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Prasarana 
Periebpunan mempunyal furgsi. 

a peyusunan program kerja Seksi Prasarana Perkebunan 

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijzkan teknis di bidang prasarana 
perebunan; 

c pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi prasarana 
perkebunan; 

pelaksanaan ioordinasi dan fasitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
prasarana peiebunan; 
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e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang prasarana 
perkebunan sesual peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

f. pembinaan dan pengawasan di bidang prasarana perkebunan sesual peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana perkebunan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang prasarana perebunan; 

pelaksanaan tugas lain di bidang prasarana perkebunan yang diserahkan oleh Kepala 
Bldang. 

Pasal 25 

Seksi Data dan Informasi Perkebunan sebagaimana dimnaksud dalam pasal 26 ayat (I) huruf 
c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di 
bidang data dn informasi perkebunan, 

Pasal 26 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Data dan 
Informasi Perkebunan mempunyai fungsi; 

a. penvusunan program ker]a Seksi Data dan Informasi Perkebunan; 

pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakar. teknis di bidang 
informasi pert.ebunan; 

c. pengawsan terhadap pelakanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Data dan Informasi 
Perkebunan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
data dan informasi perkebunan; 

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaynan umum di bidang data dan informasi 
sesual peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

,J data dan 

' pembinaan dan pengawasan di bidang data dan informasi perkebunan sesual peraturan 
perndang-undangan yang berdaku; 

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Data dan Informasi Perkebunan; 

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsl 
di bidang data dan informasi perkebunan; 

pelaksanaan tugas lain di bidang data dan informasi perkebunan yang diserahkan oleh 
Kepala Biding. 
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Bagian Keenam 

Bidang Pengembangan Tanaman dan Produksi 

Pasal 27 

Bidang Pengembangan Tanaman dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
d, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
epade Kepala Dinas melalul Sekretaris. 

Pasal 28 

Bidang Fengembangan Tanaman dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
erumuskan kebljakan teknis di bidang budidaya, penataan kzwasan dan perizinan serta 
imbingan usaha. 

Pasal 29 

Jotuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengembangan 
Tanaman dan Produksi mempunyai fungsi; 

a peryusunan program rencana kerja qi Bang engembangan Tanaman dan Produksi; 

b penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya; 

c peyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan kawasan dan 
perizinan; 

peryiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimoingan usaha; 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan 
anaman dan produksi; 

f pegioordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang 
pengembangan tanaman dan produksi; 

st peyvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan 
aaman dan produksi sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h perbinaan dan pengawasan di bidang pengembangan tanaman dan produksi sesuai 
peraturan perundang·undangan yang berlaku; 

peberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugar 
poioi dan fungsi di bidang pengembangan tanaman dan produksi; 

peasaraan monitoring evaiuasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
bang pengembangan tanaman dan produksi; 

«. peiaisaraan tugas lain di bidang pengembangan tanaman dan produksi yang 
seranian cleh Kepala Dinas. 



 

Pasal 30 

Bidang Pengembangan Tanaman dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
membawahi; 

a. Seksi Budidaya; 

b. Seksi Penataar Kawasan dan Perizinan; 

c. Seksi Bimbingan Usaha. 
Seksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang 
epala Seksi yang berada dl bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pengembangan Tanaman dan Produksl 

Pasal 31 

eisi Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyal tugas 
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya. 

Pasal 32 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Budidaya 
epunyai fungsi ; 

peryusunan program kerja di Seksi Budidaya; 

pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang budidaya; 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi stat di Seksi Budidaya; 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
puidaya; 

e peeksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di budidaya sesual peraturan 
erundang-undangan yang berlaku; 

pembinaan dan pengawasan di bidang budidaya sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

s eryusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
peiisanaan tugas dan fungsi di bidang budidaya; 

peiasanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
ungsi di bidang budidaya; 

peasanaan tugas lain di bidang budidaya yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 33 

5es Penataan Kawasan dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
urub, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumskan hahan kebijakan tknis 
perata«wasan dan periinan. 
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Pasal 34 

rtui melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penataan Kawasan 
zw Perizinan mempunyal fungsl 

penyusunan program kerja di Seksi Penataan Kawasan dan Perizinan; 

pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penataan 
kawasan dan perizinan; 

t pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi stat di Seksi Penataan Kawasan 
dan Perizinan; 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai engan tugas pokok dan fungsi di bidang 
penataan kawasan dan perizinan; 

� petaksanaan urusan pemerlntahan dan pelayanan umum di bidang penataan kawasan 
dan perizinan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

pembinaan dan pengawasan di bidang penataan kawasan dan perizinan sesual 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan kawasan dan perizinan; 

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
tungsi di bidang penataan kawasan dan perizinan; 

pelaksanaan tugas lain di bidang penataan kawasan dan perizinan yang diserahkan oleh 
Kepala Bidang. 

Pasal 35 

eisi Bimbingan Usaha sebagaimana dimaksud da:am Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyal 
gas mengumpul, mengoiah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan 
.saa pengembangan tanaman dan produksi. 

Pasal 36 

nu relal sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Bimbingan Usaha 
-empur yai fungsi; 

penyusunan program kerja di Seksi Bimbingan Uraha; 

pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan usaha; 

pengawaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi star di Seksi Bimbingan Usaha; 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
pibingan usaha; 

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bimbingan usaha 
sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku; 

pembinaan dan pengawasan di bidang bimbingan usaha pada sesual peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

peyusunan onsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
peiaksanan tugas dan fungsi di bidang bimbingan usaha; 



 

pelaksanaan monitonng, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
tungsi di bidang bimbingan usaha; 

pelal sanaan tugas lain di bidang bimbingan usaha yang diserahkan oleh Kepala 
Bidang. 

Bagian Ketujut 

Bidang Pertindungan 

Pasal 37 

3dang Perindungan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 4 hurf e, dipimpin oleh seorang 
epala Bidang yang berada di bawah dan berranggungjawab kepada Kepala Dinas melalul 
Sekretaris. 

Pasal 38 

Bidang Perlin'ungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan bahan 
ebijakan teknis di bidang pelestarian lahan dan lingkungan, serta gangguan usaha dan 
organisme penganggu tumbuhan tanaman perkebunan. 

Pasal 39 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38, Bidang Perlindungan 
mempunyai fungsi: 

a penyusunan program rencana kerja di Bidang Perlindungan; 

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian lahan dan 
lingkungan; 

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bi0ang gangguan usaha dan 
organisme pengangu tumbuhan; 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan tanaman 
perkebunan; 

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang 
perlindungan tanaman perkebunan; 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindungan 
tanaman perkebunan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
pembinaan dan pengawasan di bidang pertindungan tanaman perkebunan sesua 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

pemberian saran dan pertimbangen kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi di bidang periindungan tanaman perkebunan; 

pelaksanan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang pelindungan tanaman perkebunan; 

pelaksanaan tugas lain di bidang periindungan tanaman perkebunan yang diserahkan 
oien Keal Dir.as 



 

Pasal 40 

.) Bidang Perindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, membawahi; 

a. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan; 

b. Seksi Ganguan Usaha dan Organisme Pengangu Tumbuhan; 

2 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada dlbawah dan bertanggungawab kepada Kepala Bidang 
Perlindungan; 

Pasal 41 

Seksi Pelestavian Lahan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
urut a, mempunyal tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis 
pelestarian lahan dan lingkungan. 

Pasal 42 

tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pelestarian Lah n 
a Lungkungan mempunyai fungsi: 

penyusunan program kerja di Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan; 

t pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang 
pelestarian lahan dan lingkungan; 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pelestarian Lahan dan 
Lngkungan; 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
pelestarian lahan dan lingkungan; 

a 
e peiaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelestarian lahan 

dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

+ pembinaan dan pengawasan di bidang pelestarian lahan dan lingkungan sesuai 
perturan perundang-undangan yang berlaku; 

$ beryusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
peaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelestarian laban dan lingkungan; 

peaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
ngsi di bidang pelestarian lahan dan lingkungan; 

peaksanaan tugas lain di bidang pelestarian lahan dan lingkungan yang diserahkan oleh 
cala Bidang. 

Pasal 43 

3es Ganguan Usaha dan Organisme Penganggu Tumbuhan sebegaimana dimaksud dalam 
4vat (I) hurut b, mempunyai tugas mergumpul, mengolah, merumuskan bahan 

ereiteiis dbidang gzgguan usaha an organisme penganggu tumbuhan. 
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Pasal 44 

-ti melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Ganguan Usaha 
zar Organisme Penganggu Tumbuhan: 

penyusunan program kerja di Seksi Ganguan Usaha dan Organisme Penganggu 
mbuhan; 

pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang gangguan 
asaha dan organisme penganggu tumbuhan; 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi gangguan usaha dan 
organisme penganggu tumbuhan; 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
gangguan usaha dan organisme penganggu tumbuhan; 

t belaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang gangguan usaha dan 
organisme penganggu tumbuhan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

pembinaan dan pengawasan di bidang gangguan usaha dan organisme perganggu 
tumbuhan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g peryusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang gangguan usaha dan organisme penganggu 

a pelaiksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
pi«dang gangguan usahe dan organisme penganggu tumbuhan; 

peiaksanaan tugas lain di bidang gangguan usana dan organisme penganggu tumbuhan 
rang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Bagian Kedelapan 

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan 

Pasal 45 

a Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
rut' dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
ececa pala Dinas melalui Sekretaris. 

Pasal 46 

cg, Penyolahan, Pemasaran dan Kelembagaan mempunyal tugas menyiapkan bahan dan 
merusk kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran, kelembagaan dan 
«wtan perkebunan. 

Pasal 47 

ti melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Pengolahan, 
easaran dan Kelembagaan mempunyai fungsi: 

peryusunan program kerja di Bidang Pengolanan, Pemasaran dan Kelembagaan; 

• 



 

b. penyiapan bahan dan perumusan ieban tens bang pengoiana as 
perkebunan; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijia teinis di pidang pemasaran perkebunan; 

d. penyiapan bahan dan perumasan kebijakan teinis di bidang kelembagaan dan 
kemitraan perkebunan; 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran 
dan kelembagaan; 

f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang 
pengolahan, pemasaran dan kelembagaan; 

g. penyelenggeraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengolahan, 
pemasaran dan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembagaan 
perkebunan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembagaan perkebunan; 

j. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembagaan; 

k. pelaksanaan tugas la'n di bidang pengolahan, pemasaran dan kelembaaan 
perkebunan yang diserahkan oleh Kepal Dinas. 

Pasal 48 

(1) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45, membawahl: 

a. Seksi Pengolahan; 

b. Seksi Pemasaran; 

c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing-masing ipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bldang 
Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan. 

Pasal 49 . 
Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, mempunyal 
tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang 
pengolahan hasil perkebunan. 

Pasal 50 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Pengolahan 
mempunyai tungsi: 

a. peyusuan program kerja di Seisi Pengolatan; 

J 
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b. pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan 
hasil perkebunan; 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengolahan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesual dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
pengolahan; 

e. pelaksanaan urusan pererirtahan dan pelayanan umum di bidang pengolahan hasil 
perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. pembinaan dan pengawasan di bidang pengolahan hasil perkebunan sesual peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

g. perusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pela csanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugr s dar fungsi dl 
bidang pengolahan; 

i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengolahan hasi! perkebunan yang diserahkan oleh 
Kepala Bidang 

Pasal 51 

Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, mempunyal tugas 
mengumpul, mengolah, dan merumuska bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran 
perkebu an. 

Pasal 52 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Pemasaran 
mempunyai fungsi; 

a. penyusunan program kerja di Seksi Pemasaran; 

b. pengumpulan, pengolehan, perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran 
perkebunan; 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi stef di Seksi Pemasaran; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesual dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
pemasaran; 

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran 
perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku; 

f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemasaran perkebunan sesual peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi pemasaran; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang pemasaran; 

i, pelaksanaan tugas lain di bidang pemasaran perkebunan yang diserahkan oleh Kepal 
Ban 



 

Pasal 53 

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c, 
mempunyal tugas mengurpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebtakan teknis di 
bidang kelembagaan dan kemltraan perkebunan. 

Pasal 54 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Kelembagaan dan 
Kemltraan mempunyal fungsl: 

a. penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan Kemitraan; 
b. pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebljakan teknis di bidang kelembagaan 

dan kerltraan perkebunan; 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi stat di Seksi Klembagaan dan 
Kemitraan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang 
kelembagaan dan kemitraan perkebunan; 

e. pelaksanaan urusan pemerintahan daa pelayanan umum di bidang kelembagaan dan 
kemitraan perkebunan sesual peratuan perundang-undangan yang berlaku; 

f, pembinaan dan pengawasan di bidang keiembagaan dan kemitraan perkebunan sesual 
peraturan perundang-undangan yang bertzku; 

g. penyusunan konsep saran dan perimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dan kemitraan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidarg kelembagan dan kemitraan; 

I, pelaksanaan tugas lain di bidang kelembagaan dan kemitraan perkebunan yang 
diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Bagian Kesembilan 

Unit Pelaksanae Teknis Dinas 

Pasal 55 

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurut g, dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjewab kepada Kepala Dina$ 
melalui Sekretaris. 

Pasal 56 

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksnakan sebagian tugas teknis 
operasional da. kegiatan teknis penunja.g dinas yang mempunyai wilayah satu atau 
beberapa derah Kabupaten/Kota. 



 

Bagian Kesepulut 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 57 

(1) Kelompok abatan Fungslional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, 
merpunyal tugas melaksanakan keglatan terknis tertentu berdasarkan keahllan dan 
keterampllan. 

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), drpimpin oleh pejabat 
fungsional senior yang berada di bawah da. bertanggunglawab langsung kepada Kepala 
Dinas mnelalul Sekretaris. 

(J) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 
sejumlah Pegawal Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang 
keahllan dan keteramplan tertentu. 

(4) Jenis jabatan fungsional dan jurlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih 
lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalul analisis jabatan. 

BAB III 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 58 

(1) Kepala Dinas di angkat dan di berhentikan oleh Gubernur dart Pegawal Negeri Sipil 
berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesual dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlakt 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat 
dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pjabat yang berwenang dari 
Pegawai Negerni Sipill berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesual den~an 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional 
harus memperhatikan persyaratan den kompetensi jabatan yang meliputi jenjang 
kepangkatan, tingkat dan jenis penidian, pengalaman kerja yang dimiliki, diklat yang 
diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja. 

(4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, Jabatan non struktural dan 
jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yan 
bertanggung jawab di bidang organisasi. 

(5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat leh Pegawai Negeri Sipil yang 
memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki 
pengalaman kerja pada bidang yang sejenis. 

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi 
Pegawal Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun, 

(7) Formasi Pegawal Negerni Sipil di lingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban 
kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan 
dan peralatan yang tersedia. 

(8) Formasi sebagaimana di maksud pada ayat (7), setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur 
berasari.an peraturan perundang-undangan yang bertaiu. j 
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(9) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan 
fungsional di tetapkan oleh Gubermnur berdasark an peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Pertama 

Tata Kerja 

Pasal 59 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemepang jabatan struktural, jabatan non 
struktural dan jabatan fungsional wjib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang 
lain sesuai dengan tugar pokok dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, 
membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mngevaluasi serta memberi 
petunjuk kerja kepada bawahannya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan 
fungsi pengawasan melekat (waskat) dalarm unit kerja masing-masing dan mengambi 
langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesual dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 

Laporan 

Pasal 60 

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik 
maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada 
Gubernur melalul Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Kepala Dinas wajjib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap 
pelaksanaan tugas desentrallsasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah q/ 
kepada Gubernur melalul Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang di susun 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan dinas wajib mematuhi kebijakan yang dl 
tetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas balk secara periodik 
maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada 
atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dart bawahan dan 
menggunakannya sebagal bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran 
pertimbangan kepada Kepal Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan 
perumusan iebijakan. 
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BAB V 

PEMBLAYAAN 

Pasal 61 

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (AP8D) Provinsi. 

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

(3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain 
disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur melalul 
Sekretaris Daerah. 

BA8 VI 

ETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 62 

(1) Pada Dinas Perkebunen dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan 
kebutuhan dan melalul analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Perturan 
Gubernur. 

(2) Pember tukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Tek is Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang bail dalam kegiatan 
pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan onanisasi dinas yang di ksankan oleh 
Sekretaris Daerah. 

(4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang 
bertang9gung jawab di bidang organisasi. 

(5) Dalam rangka pembinaan dan pengendzlian organisasi, Gubernur melalul unit kerja 
yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan 
petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi 
balk secara rutin maupun periodik. 

(6) Dalam rangka pelaksanaan tunas pokok dan fungsi, masing -masing unit kerja mengacu 
pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan 
perundany-undangan yang beriaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 63 

(1) Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
'Jit Pelaksana Teknis Dinas masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
ketentuan pelaksanaan yang baru. 



 

(2) Pegawal Negeri Sipi yang melaksanakan tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi 
Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 
Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dart pejabat yang berwenang. 

BA8 VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 64 

(1) Dengan bertakunya Peraturan Gubernur ini, roaka Peraturan Gubernur Nomor 108 
Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Bernita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2005 Nomor 13) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan 
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan diryatakan tidak berlaku. 

(2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, 
sepanjang mengenai teknis pelksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
Kepala Dinas. 

Pasal 65 

Peraturan Gubernur ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan~an Peraturan Gubernur ini 
dengan enumpatannya dalam Benita Daerah Provins Kalimantan Bzrat. 

Ditetpkan di Pontianak 

Diundangkan di Pontianak 
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